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ABSTRAK 

Dukungan kepala daerah terhadap Pasangan Capres dan Cawapres pada Pemilu 

2019 merupakan strategi kampanye yang banyak menuai pro dan kontra. Kepala 

daerah sebagai pejabat negara berkewajiban melayani rakyat, namun di lain hal 

kepala daerah juga seorang individu yang berhak untuk menduduki jabatan politik 

seperti bagian dari partai maupun tim sukses pemilu. Maka dari itu, dalam skripsi 

ini Penulis mengangkat beberapa permasalahan yang muncul berkaitan dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam hal 

kepala daerah yang memberikan dukungan kepada  salah satu pasangan capres 

cawapres tertentu. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Penulis menggunakan 

metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan sumber-sumber data 

sekunder. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan 

metode pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan analitis. Dari 

pembahasan Penulis berkesimpulan bahwa Kepala daerah yang mendukung 

capres cawapres dengan menjabat sebagai tim kampanye mengabaikan etika 

sebagai pejabat. Di samping itu pengaturan mengenai dukungan kepala daerah 

secara khusus dan rinci dirasa perlu diadakan. Serta Penulis memberikan saran 

untuk kepala daerah untuk tidak menjadi bagian dari tim sukses capres cawapres 

untuk menghindari konflik kepentingan. 
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